BAB IV
IHDAD BAGI PEREMPUAN

DALAM HUKUM ISLAM MENURUT GENDER

Gender sebagai alat analisis, adalah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang
dibangun oleh sosio kultural, baik melaui paradigmaparadigma ideologis
maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun gender sebagai konsep
analisis diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaahan terhadap realitas
sosia dalam rangka memahami fenomena ketimpangan gender di masyarakat
secara proposiona dan baik. Konsep gender digunakan sebagai alat dalam
analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisis
gender yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan

konteks perjalanan dan perkembangan di masyarakat.'®

Dalam konteks ini, konsep gender sebagai aat analisis adalah dengan
sasaran fenomena ihdad perempuan yang ditinggal mati suaminya, di mana
dengan analisis gender diharapkan seseorang mampu mempertahankan nilai-nilai
yang termaktub dalam garan Islam, namun seseorang juga mampu
melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar harus dilaksanakan dalam

wilayah masa ihdad. Adapun dalam menyikapi hal tersebut, yakni tentang gender

1% Umi Sumbulah, 2008, gender dan demokrasi, Malang, Averroes Press, Hal pembuka.
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dan ihdad, maka penulis akan mencoba menggunakan perspektif gender dengan

ihdad yang merupakan doktrin dalam gjaran Islam.

Pada dasarnya dalam berihdad seorang perempuan adalah diharapkan untuk
dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan di klaim tidak
dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang
suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti
pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga
dianggap memiliki ssimpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki muru’ah
(kewibawaan) sebagal seorang isteri yang baik-baik. Ha terpenting adalah
dengan terputusnya ikatan kuat yang pernah diucapkan dihadapan Allah Swt,
seorang perempuan merasa tidak menanggung apapun dan untuk menghindari
klaim-klaim tersebut maka hendaknya seorang perempuan memperhatikan tujuan

dan nilai-nilai dalam pelaksanaan ihdad.

Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam perspektif gender terdapat
konsep yang berkembang, yakni pemahaman bahwa di era globalisas
pembangunan nasional dalam konteks sumber daya manusia keterlibatan laki-
laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial, artinya bahwa dalam
menelaah kembali peran serta fungsi perempuan yang memiliki nilai dalam
pembangunan nasional maka diperlukan adanya keseimbangan pemaknaan

dalam pemahaman tersebut.
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Masalah kesetaraan gender adalah merupakan masalah bersama antara | aki-
laki dan perempuan, karena yang menyangkut peran, fungsi dan relasi antara
keduanya. Dengan memperhatikan bahwa dalam pemahaman perspektif gender
akan dapat melindungi semua pihak, baik laki-laki ataupun perempuan
melindungi dalam koridor ini adalah melindungi hak dari kedua belah pihak

tidak terdapat diskriminasi dan terwujudnya keadilan.

Daam konteks ihdad, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti
larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah,
maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan
tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari’at. la juga memiliki norma
dan nila baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha
untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa

iddah.

Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya
dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari’atkan
baginya ihdad, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi
dirinya. Mafhum mukhalafah, bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati
isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk

penghormatan dan bel asungkawa serta menjaga muru’ ah seorang suami.
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Membincang tentang peran gender berkaitan dengan masa ihdad, maka
sesungguhnya ber-ihdad adalah merupakan ketetapan syari’ yang menentukan
harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam berinteraksi
antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Seseorang disyari’ atkan
untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah,
seperti  berhias dan bersolek, karena dengan berhias masyarakat akan
menganggap, bahwa orang tersebut kurang memiliki rasa hormat terhadap
pasangannya yang baru saja meninggal. Bahwa dalam kehidupan berelasi dengan
yang lain, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran
laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi
sigpapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam
KHI telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun
perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa

berkabung, dalam Pasal 170, Bab X1X, KHI disebutkan:***

a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung
selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga
timbulnyafitnah.

Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI, adalah sebaga masa

tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh

190 1ntruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,
direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama R.1 (Jakarta, 2000), Hal 78.
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menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan iddah
yang memiliki konsekuensi untuk melakukan ihdad, yakni masa menunggu di
mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari
fitnah dan pernyataan KHI tersebut telah dikuatkan oleh ayat Al-Qur’an serta
hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa
berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam Pasal 170, Bab XX, dalam
poin berikutnya:

. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut
kepatutan.

Dalam teks KHI di atas, telah ditentukan masa berkabung bagi laki-
laki. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan
memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum, pernyataan tersebut
sekaligus menunjukkan keumuman disyari’atkannya melakukan masa
berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-
ihdad atau yang dibahasakan oleh teks KHI di atas dengan istilah masa
berkabung. Adapun masa iddah tidak dinyatakan sama dengan ihdad dalam
hal keumumannya, karena berbeda dengan ihdad, iddah daam
pensyari’ atanya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan atau kebebasan
rahim dari janin, sedangkan ihdad adalah sebagai penghormatan seorang
terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari

fitnah.

102 | bid., Hal 78.
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Dalam menanggapi hal ini, maka penulis berasumsi bahwa dalam
pel aksanaan masa berkabung, yang dimaksudkan oleh KHI telah mengandung
makna gender, hanya sgja cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan
bagiannya masing-masing yang secara garis besar, poin yang dimaksudkan
KHI adalah bagaimana tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik isteri
ataupun suami yang baru sgja ditinggal mati pasangannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syara’ tentang hadits yang
menerangkan kepatutan bagi seorang yang ber-ihdad dan sekaligus ukuran

timbulnya fitnah bagi seseorang yang ber-ihdad, yakni hadits Nabi Saw.

yaitu: 1%

Artinya: “Menceritakan kepadaku Yakub bin lbrahim al-Dauraki,
menceritakan padaku Yahya bin Abi Bakar, menceritakan padaku
Ibrahim bin Tahman, menceritkan padaku Hisyam bin Hasan, dan
menceritakan padaku Abdullah bin al-Jarah al-Qastani dari Abdullah,
yakni Ibn Bakar as-Sahmi, dari Hisyam, ini adalah perkataan Ibnu al-
Jarah dari Hafsah, dari Umi Atthiyah, sesungguhnya Nabi Saw
bersabda; tidak berihdad seorang perempuan lebih dari tiga hari kecuali
atas kematian suaminya, sesungguhnya perempuan tersebut berihdad
empat bulan sepuluh hari, dan tidak menggunakan pakaian yang
terbuat, kecuali pakaian yang sederhana dan jangan menggunakan celak
dan jangan menggunakan wangi-wangian kecuali sedikit untuk
mensucikan dari haid,dengan minyak dari qustin atau athfar.” (HR. Abu
Dawud).

Bahwa menurut redaksi hadits tersebut, bagi seorang perempuan yang
telah ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan ihdad dengan cara

menghindari untuk berhias, seperti memaka celak kecuali karena butuh

13 Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays ad as-Sajtaini, Kitab Sunan Abi Dawud, Juz |, (Beirut,
Lebanon: Dar-al-Fikr, 2003M/1424H), Hal. 532-533.
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seperti sakit mata, maka yang demikian diperbolehkan mengenakan celak
pada malam hari, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian yang telah
dirancang, dan meninggalkan hal-hal yang disenangi terutama dengan lawan
jenis dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk laki-laki, meskipun secara explisit tidak terdapat
hadits yang menjelaskannya. Namun, dalam menyikapi teks KHI menyatakan
bahwa mereka melakukan masa berkabung ketika ditinggalkan isterinya
dengan tidak melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti
melamar perempuan lain, atau dengan sekedar memberikan pertanda kepada
perempuan lain untuk mengurus anak- anaknya kelak berdandan berlebihan
yang tidak sewagarnya (menggunakan asesoris) dan tidak berlebihan dalam

bekerja, seperti biasanya ketika dalam kondisi setelah isterinya meninggal .
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BABV

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai |hdad bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa
kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan
kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat
bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa
berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar
rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan
sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami.

2. lhdad bagi perempuan dalam hukum Islam menurut gender dapat dikatakan
bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain terdapat nilai tatakrama
dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya
masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terspesifikasi bagi
siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
daam Kompilass Hukum Idam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan
gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh
pasangannya harus melakukan masa berkabung. Masa berkabung yang
dicantumkan dalam hukum Islam dengan makna ihdad, adalah berlaku bagi

laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.
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B. Saran
Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang
dapat penulis berikan sebagai masukan yaitu:

1. Perlunya peningkatan akidah terhadap masyarakat agar benar-benar mengerti
dan menjalankan hukum Islam dengan baik agar tercipta lingkungan dan
masyarakat yang benar-benar islami. Tidak menjadi masyarakat yang hanya
mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah duniawi semata dengan
melalaikan syari’at I1slam yang berlaku tapi juga bisa membagi waktu dan
menempatkan diri dimana waktu bekerja dan kewgjiban dia sebaga muslim
yang mempunya aturan. Perempuan yang memiliki kebutuhan harus
komitmen untuk bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga agar
terhindar fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami

2. Ketika menemukan suatu pandangan, tentang pemahaman ihdad, yang saat
ini sangat berkaitan dengan perempuan maju, hendaknya ditelaah kembali,
latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil-dalil serta situasi dan
kondis historis yang mempengaruhi pendapat tersebut muncul, sehingga
pemaham dapt lebih mendalam, dan tidak keluar dari kontek. Meskipun
daam Kompilass Hukum Idam (KHI) telah mencerminkan kesetaraan

gender.
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